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Kata Pengantar 
 

Pemilu selalu dipahami sebagai jantung demokrasi, karena 
melalui mekanisme itulah mandat rakyat diterjemahkan menjadi 
kekuasaan yang sah. Namun dalam praktiknya, pemilu tidak pernah 
benar-benar steril dari persaingan sumber daya, jaringan 
kepentingan, dan logika ekonomi-politik yang bekerja di belakang 
prosedur formal. Buku ini hadir untuk menjelaskan bagaimana 
oligarki dapat tumbuh, beradaptasi, dan bahkan menguat melalui 
kontestasi elektoral yang tampak kompetitif, tetapi sering kali tidak 
setara. Dengan pendekatan yang tegas namun tetap mudah 
dipahami, pembaca diajak melihat pemilu bukan sekadar “siapa 
menang”, melainkan “bagaimana kemenangan itu diproduksi” dan 
“siapa yang paling diuntungkan.” 

Ketika informasi tidak terbuka, pengawasan melemah, dan 
ruang transaksi melebar, maka demokrasi prosedural dapat terus 
berjalan sembari demokrasi substantif mengalami erosi secara 
perlahan. Karena itu, buku ini tidak berhenti pada kritik, tetapi juga 
membangun kerangka analisis yang sistematis untuk memahami 
akar masalah, pola kerja oligarki, serta konsekuensinya terhadap 
kebijakan publik, integritas pemilu, dan kualitas perwakilan. 
Harapannya, buku ini menjadi rujukan akademik sekaligus bahan 
refleksi publik untuk memperkuat demokrasi yang lebih adil, lebih 
sehat, dan lebih bertanggung jawab. 

 

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si. 
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BAB 1   Memahami Oligarki Politik dan 
Kontestasi Elektoral 

 

 

“Tanpa transparansi, tidak akan ada akuntabilitas.” 

 

 

Pemilu sering dipahami sebagai mekanisme demokrasi yang 
memberi setiap warga kesempatan setara untuk menentukan arah 
kekuasaan. Namun, pada praktiknya, pemilu juga dapat berubah 
menjadi arena kompetisi yang sangat mahal, berisiko tinggi, dan 
sarat pertarungan sumber daya. Di titik inilah oligarki politik yakni 
konsentrasi pengaruh pada segelintir aktor yang menguasai modal, 
jaringan, dan akses institusi sering hadir secara halus tetapi 
menentukan. Bab ini menempatkan pembaca pada pijakan 
konseptual agar mampu membaca pemilu bukan hanya sebagai 
prosedur elektoral, melainkan juga sebagai medan pertukaran 
kepentingan yang menyentuh urusan kebijakan publik. 

Dalam kerangka tata kelola publik modern, akuntabilitas tidak 
berhenti pada pelaporan administratif, melainkan mencakup 
kewajiban untuk menjelaskan, membenarkan, serta menerima 
konsekuensi atas penggunaan kewenangan. Akuntabilitas selalu 
membutuhkan informasi yang terbuka, karena ketertutupan 
melahirkan ruang gelap yang mudah dieksploitasi oleh kepentingan 
sempit melalui manipulasi aturan, pengaruh kebijakan, dan 
pembajakan agenda publik. Literatur tata kelola menekankan bahwa 
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BAB 2   Sejarah dan Genealogi Oligarki di 
Indonesia 

 

 

 “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”   
Lord Acton 

 

 

Sejarah oligarki di Indonesia tidak dapat dipahami hanya 
sebagai daftar tokoh, partai, atau peristiwa politik yang silih 
berganti. Ia bekerja lebih halus sebagai “pola hubungan” yang 
menetapkan siapa memperoleh akses, siapa menentukan keputusan, 
dan siapa menanggung konsekuensi. Dalam pola itu, pemilu sering 
tampak sebagai ajang kompetisi terbuka, tetapi di baliknya 
tersimpan struktur sumber daya yang timpang dan tidak setara. 
Karena itulah, bab ini mengajak pembaca melihat oligarki sebagai 
proses historis yang berkembang melalui konsolidasi, adaptasi, 
fragmentasi, dan pembelajaran dari krisis.  

Untuk menelaah genealogi oligarki secara lebih tajam, 
pendekatan yang dipakai dalam bab ini menautkan sejarah politik 
dengan logika tata kelola publik. Ketika akuntabilitas dan 
transparansi lemah, maka asimetri informasi, konflik kepentingan, 
dan moral hazard menjadi “mesin sosial” yang memungkinkan 
kekuasaan terkonsentrasi tanpa koreksi publik yang memadai. 
Dalam literatur tata kelola, jurang antara law on the books dan law in 
action adalah salah satu penjelasan paling kuat tentang mengapa 



28 | Oligarki Politik dalam Pemilu 
 

BAB 3   Ekonomi Politik Pemilu: Uang, 
Bisnis, dan Kekuasaan 

 

 

 “Sunlight is said to be the best of disinfectants.”   Louis D. 
Brandeis 

 

 

Pemilu secara normatif diletakkan sebagai mekanisme 
sirkulasi kekuasaan yang sah, kompetitif, dan dapat 
dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Namun dalam 
praktiknya, pemilu juga merupakan arena ekonomi politik yang 
sarat transaksi, karena kekuasaan selalu beririsan dengan akses 
sumber daya, jejaring bisnis, dan pengaruh kebijakan. Di titik ini, 
uang tidak sekadar menjadi alat kampanye, melainkan berubah 
menjadi “infrastruktur politik” yang menentukan siapa bisa maju, 
siapa bisa bertahan, dan siapa akhirnya menang. Karena itu, Bab 3 
ini menempatkan pemilu sebagai ruang kontestasi kepentingan, 
bukan hanya kompetisi gagasan, sebagaimana arah pembahasan 
Bab 3 dalam kerangka buku ini.  

Kerangka analisis utama bab ini bertumpu pada prinsip 
akuntabilitas dan transparansi sektor publik yang menekankan 
bahwa kekuasaan harus dapat diawasi melalui keterbukaan 
informasi, kejelasan prosedur, serta mekanisme koreksi yang efektif. 
Transparansi dipahami sebagai prasyarat minimal akuntabilitas, 
sebab tanpa informasi yang cukup, publik tidak memiliki dasar 
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BAB 4   Partai Politik sebagai Gerbang 
Oligarki 

 

 

 “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely.”   Lord Acton 

 

 

Partai politik seharusnya menjadi jembatan antara kehendak 
warga dan kebijakan negara, sekaligus mesin kaderisasi yang 
melahirkan pemimpin publik berintegritas. Namun dalam praktik 
demokrasi elektoral modern, partai kerap berubah menjadi ruang 
gatekeeping yang menentukan siapa dapat masuk gelanggang 
kompetisi, dengan standar yang tidak selalu transparan dan tidak 
selalu berbasis merit. Ketika proses internal partai lebih 
dipengaruhi kalkulasi uang, popularitas instan, atau kedekatan 
dengan lingkar elite, maka partai tidak lagi berfungsi sebagai 
institusi representasi, melainkan sebagai pintu seleksi yang 
memperkuat konsentrasi kuasa. Pada titik inilah pembacaan oligarki 
tidak cukup berhenti pada kandidat atau pemilih, melainkan harus 
menelusuri struktur dan mekanisme internal partai sebagai 
“gerbang” utama yang membentuk kualitas demokrasi. 

Untuk membaca partai sebagai gerbang oligarki, kerangka 
akuntabilitas dan transparansi menjadi alat analitis yang sangat 
penting, karena keduanya menentukan apakah kekuasaan dapat 
dimintai jawaban secara terbuka (answerability) atau justru 
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BAB 5   Desain Sistem Pemilu dan Celah 
Oligarkis 

 

 

 “Institutions are the rules of the game in a society.”   
Douglass C. North 

 

 

Desain sistem pemilu pada dasarnya bukan sekadar “teknik” 
untuk menghitung suara dan membagi kursi, melainkan perangkat 
institusional yang menentukan siapa yang punya peluang menang, 
siapa yang mudah tersingkir, serta siapa yang paling diuntungkan 
ketika kompetisi politik berubah menjadi kompetisi sumber daya. 
Ketika sistem pemilu menuntut biaya tinggi dan mengandalkan 
popularitas instan, kandidat yang memiliki akses modal besar akan 
lebih mudah menembus pintu kekuasaan dibandingkan kandidat 
yang kuat secara kapasitas namun minim dukungan finansial. Dalam 
situasi seperti itu, pemilu tetap berlangsung secara prosedural, 
tetapi substansinya rawan dibajak oleh logika oligarkis yang 
mengubah mandat rakyat menjadi komoditas politik. Karena itu, 
membahas desain pemilu berarti membahas arsitektur kekuasaan 
yang dapat memperkuat demokrasi atau justru menormalisasi 
dominasi elite. 
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BAB 6   Pembiayaan Politik dan Rezim 
Dana Kampanye 

 

 

 “Tanpa transparansi, tidak akan ada akuntabilitas, dan 
tanpa akuntabilitas, transparansi tidak ada artinya.”  

 

 

Pembiayaan politik adalah urat nadi dari kontestasi elektoral 
modern, tetapi pada saat yang sama ia juga menjadi pintu masuk 
paling rentan bagi dominasi oligarki. Ketika biaya kampanye 
meningkat, kandidat dan partai terdorong mencari sumber daya di 
luar basis dukungan ideologis maupun iuran anggota, sehingga 
relasi politik cenderung bergeser menjadi relasi transaksi. Dalam 
situasi seperti ini, pemilu tidak lagi hanya dipahami sebagai 
kompetisi gagasan, melainkan kompetisi modal yang menentukan 
siapa sanggup bertahan sampai hari pemungutan suara. Oleh karena 
itu, pembahasan tentang dana kampanye sesungguhnya adalah 
pembahasan tentang struktur kekuasaan, karena uang bukan 
sekadar alat, melainkan juga mekanisme kontrol. 

Bab ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai 
prasyarat utama untuk memahami persoalan dana kampanye secara 
utuh, bukan sekadar isu administratif pelaporan. Dalam perspektif 
tata kelola publik, relasi antara penyumbang, kandidat, partai, dan 
regulator membentuk ekosistem yang memproduksi insentif, 
peluang penyimpangan, serta celah manipulasi. Ketika terdapat 
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AB 7   Politik Uang, Klientelisme, dan 
Mesin Lapangan 

 

 

 “When buying and selling are controlled by legislation, the first 
things bought and sold are legislators.”   P. J. O’Rourke 

 

 

Demokrasi elektoral modern selalu membawa janji kesetaraan 
politik, tetapi di banyak tempat ia juga memunculkan paradoks yang 
sulit dihindari: kompetisi yang terbuka justru mendorong biaya 
politik yang tinggi, dan biaya itu sering “dibayar” lewat praktik 
transaksional di level akar rumput. Dalam konteks Indonesia, relasi 
antara uang, jaringan sosial, dan struktur kekuasaan tidak berdiri 
sendiri, melainkan menyatu dalam ekosistem yang menghubungkan 
kandidat, partai, donatur, broker, hingga pemilih. Karena itu, politik 
uang dan klientelisme bukan sekadar persoalan moral individu, 
melainkan mekanisme yang ikut membentuk pasar politik, 
memengaruhi kualitas representasi, dan menentukan arah 
kebijakan publik. Bab ini ditempatkan sebagai jembatan penting 
untuk memahami bagaimana oligarki bekerja bukan hanya di ruang 
elite, tetapi juga dalam kerja-kerja lapangan yang paling konkret.  

Jika bab sebelumnya memetakan pembiayaan politik dan rezim 
dana kampanye, maka bab ini memperlihatkan bagaimana “aliran 
biaya” itu diterjemahkan menjadi strategi mobilisasi yang 
mengandalkan distribusi material, loyalitas personal, dan penataan 
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BAB 8   Oligarki Media: Kepemilikan, 
Agenda, dan Framing 

 

 

 “A popular government, without popular information, or the 
means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a 
Tragedy.”   James Madison 

 

 

Media dalam demokrasi sering diposisikan sebagai ruang 
publik yang memungkinkan warga menilai kekuasaan secara 
rasional, kritis, dan berbasis informasi. Namun pada saat yang sama, 
media juga merupakan industri yang hidup dari modal, jejaring 
ekonomi, dan kalkulasi pengaruh, sehingga ia tidak pernah 
sepenuhnya steril dari relasi kepentingan. Di sinilah pemilu menjadi 
momen paling menentukan, karena informasi yang beredar bukan 
hanya membentuk persepsi, tetapi dapat mengarahkan pilihan 
politik, menormalisasi ketimpangan, dan bahkan mengunci hasil 
kontestasi dalam batas narasi tertentu. Ketika kepemilikan media 
terkonsentrasi dan bertemu dengan ambisi kekuasaan, maka yang 
lahir bukan sekadar pemberitaan, melainkan “arsitektur pengaruh” 
yang bekerja melalui seleksi isu, penonjolan sudut pandang, dan 
pengaburan fakta yang tidak menguntungkan.  

Kerangka akuntabilitas dan transparansi sektor publik 
memberikan lensa penting untuk membaca persoalan ini, karena 
media seharusnya menjadi bagian dari ekosistem pengawasan 
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seremonial. Kajian mengenai tantangan literasi digital menegaskan 
perlunya strategi yang terukur untuk mendukung tata kelola digital, 
termasuk penguatan kapasitas warga agar tidak menjadi korban 
manipulasi informasi. Jika literasi digital hanya berhenti pada 
slogan, maka yang terjadi adalah compliance mindset sosial, yakni 
warga terlihat mengikuti kampanye literasi tetapi tidak benar-benar 
mengubah kebiasaan konsumsi informasi. Karena itu, literasi harus 
dihubungkan dengan praktik sehari-hari seperti verifikasi sumber, 
pembacaan lintas kanal, dan pemahaman insentif ekonomi di balik 
produksi konten. 

Di sisi lain, penguatan ruang publik membutuhkan ekosistem 
media yang sehat, termasuk perlindungan kebebasan pers dan 
penguatan independensi redaksi. Jurnalisme investigasi tetap 
menjadi salah satu penyangga akuntabilitas paling penting, karena 
ia mampu menembus asimetri informasi yang sering ditutup oleh 
elite kekuasaan. Ketika ruang investigasi menyusut akibat tekanan 
ekonomi atau politik, publik kehilangan “mata” untuk melihat 
penyimpangan yang tidak tampak. Dengan demikian, literasi media 
dan regulasi bukan dua agenda terpisah, tetapi dua sisi dari upaya 
merawat demokrasi substantif. 

Pada akhirnya, tujuan utama dari literasi dan regulasi adalah 
mengembalikan pemilu sebagai arena kompetisi program yang 
dapat diuji, bukan kompetisi pengaruh yang tidak terlihat. Media 
yang sehat seharusnya memperkecil asimetri informasi, membuka 
konflik kepentingan, dan mengurangi ruang moral hazard dengan 
memperluas pengawasan warga. Jika ini tercapai, maka pemilih 
tidak lagi menjadi sasaran, melainkan menjadi subjek politik yang 
aktif menuntut kemenjawaban dari kandidat dan institusi. Karena 
itu, Bab 8 menjadi penghubung penting menuju pembahasan Bab 9 
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BAB 9   Data, Teknologi, dan Oligarki 
Digital 

 

 

 “Ketika data menjadi mata uang politik, transparansi adalah 
satu-satunya cara menjaga kedaulatan pilihan warga.” 

 

 

Transformasi digital telah mengubah pemilu menjadi arena 
kontestasi yang tidak lagi hanya berlangsung di panggung rapat 
umum, baliho, dan debat terbuka, tetapi juga di ruang-ruang 
algoritmik yang bergerak senyap. Dalam ruang digital, opini publik 
dibentuk melalui arsitektur platform, logika perhatian (attention 
economy), serta praktik pengumpulan data yang memungkinkan 
persuasi politik menjadi jauh lebih presisi. Situasi ini menimbulkan 
paradoks demokrasi modern: partisipasi warga tampak meningkat 
secara kuantitatif, tetapi kebebasan memilih dapat melemah secara 
kualitatif ketika informasi dan emosi dikelola oleh aktor bermodal 
besar. Karena itu, pembahasan oligarki pemilu pada era digital 
harus ditempatkan dalam kerangka good governance yang menuntut 
adanya akuntabilitas dan transparansi sebagai syarat demokrasi 
yang sehat.  

Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas dipahami sebagai 
kewajiban pengambil keputusan untuk dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik, sedangkan transparansi 
menuntut keterbukaan proses dan ketersediaan informasi yang 
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BAB 10   Politik Identitas, Polarisasi, dan 
Instrumentalisasi Isu 

 

 

 “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”  
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

 

 

Pemilu dalam demokrasi idealnya menjadi arena adu gagasan 
tentang kesejahteraan, keadilan, dan masa depan bersama, namun 
dalam praktiknya sering berubah menjadi panggung kompetisi 
emosi yang mengeras. Di banyak kasus, isu identitas dipakai sebagai 
bahasa paling cepat untuk mengunci loyalitas pemilih, karena ia 
bekerja pada lapisan psikologis yang lebih dalam daripada 
argumentasi programatik. Ketika identitas diproduksi sebagai 
simbol “kami” versus “mereka”, ruang deliberasi publik mudah 
bergeser dari rasionalitas kebijakan menuju pertarungan moral 
yang menutup pintu dialog. Pada titik itulah oligarki politik 
menemukan jalur paling efektif untuk bertahan, sebab perhatian 
publik tersedot pada konflik horizontal, sementara negosiasi 
vertikal elite berlangsung tanpa sorotan memadai. 

Bab ini menempatkan politik identitas dan polarisasi bukan 
sekadar sebagai gejala budaya atau residu sejarah, melainkan 
sebagai strategi yang dapat dikapitalisasi dalam kontestasi elektoral. 
Secara struktural, strategi tersebut sering bekerja bersamaan 
dengan asimetri informasi, konflik kepentingan, dan moral hazard 
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BAB 11   Dinasti Politik dan Oligarki 
Lokal 

 

 

 “Oligarki bertahan bukan karena pemilu tidak ada, tetapi 
karena kekayaan dapat terus ‘membela diri’ di dalam pemilu.” 
(diadaptasi dari Winters, 2013) 

 

 

Dinasti politik dan oligarki lokal adalah dua wajah dari 
persoalan yang sama: ketimpangan akses terhadap sumber daya 
kekuasaan dalam demokrasi elektoral. Dalam banyak kasus, 
pemilihan umum di tingkat daerah tidak sepenuhnya menjadi arena 
kompetisi setara, melainkan ruang yang mudah didominasi oleh 
aktor yang punya jaringan keluarga, modal ekonomi, dan kontrol 
institusi. Ketika relasi kuasa diikat oleh darah dan dikuatkan oleh 
uang, demokrasi tetap berjalan secara prosedural namun kehilangan 
esensi keterbukaannya. Bab ini membedah bagaimana dinasti 
politik tumbuh dari struktur lokal, bagaimana ia menyatu dengan 
oligarki, dan mengapa dampaknya terasa langsung pada layanan 
publik serta kualitas pemerintahan. 

Secara konseptual, isu ini tidak bisa dipahami hanya sebagai 
soal “siapa menang pemilu”, tetapi harus ditarik ke akar tata kelola 
yang meliputi akuntabilitas dan transparansi sebagai kontrak sosial 
antara negara dan warga. Dalam kontrak tersebut, kekuasaan yang 
diberikan rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara 
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BAB 12   Institusi Negara dan Pembajakan 
Kebijakan 

 

 

 “Politics is who gets what, when, and how.”   Harold D. Lasswell 

 

 

Bab ini berangkat dari keyakinan bahwa oligarki tidak hanya 
bekerja melalui “uang” dan “mesin pemilu”, tetapi juga melalui jalur 
institusional yang lebih halus: aturan, birokrasi, anggaran, serta 
desain kebijakan publik. Ketika institusi negara seharusnya menjadi 
wasit yang menjaga fairness kompetisi, ia justru dapat berubah 
menjadi “arena transaksi” tempat pengaruh diperdagangkan, 
kebijakan dikunci, dan kepentingan publik disubordinasikan. Dalam 
acuan utama yang kita gunakan, akuntabilitas dan transparansi 
dijelaskan bukan sekadar urusan administratif menambah aturan, 
tetapi hasil interaksi dinamis bahkan konfliktual antara kekuatan-
kekuatan yang berebut kontrol atas tata kelola.  

Karena itu, pembajakan kebijakan perlu dibaca sebagai proses 
bertingkat, mulai dari tahap perumusan regulasi, proses 
pelaksanaan birokrasi, hingga pengendalian sumber daya publik 
melalui pengadaan dan politik anggaran. Titik kritisnya selalu sama: 
ketimpangan akses informasi, ketimpangan kapasitas, dan 
ketimpangan pengaruh yang membuat sebagian aktor mampu 
“menyetir” keputusan publik tanpa terlihat di permukaan. Kerangka 
bab ini menempatkan empat jalur utama pembajakan kebijakan 
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BAB 13   Hukum Pemilu, Pengawasan, dan 
Penegakan 

 

 

 “Wherever law ends, tyranny begins.”   John Locke 

 

 

Bab ini memetakan hukum pemilu, pengawasan, dan 
penegakan sebagai “tulang punggung” demokrasi elektoral, karena 
tanpa aturan yang dapat diawasi serta ditegakkan, pemilu mudah 
berubah menjadi ritual kompetisi yang hanya tampak prosedural. 
Dalam kerangka oligarki, hukum pemilu sering tidak runtuh secara 
terang-terangan, melainkan “dibengkokkan” melalui celah regulasi, 
permainan tafsir, dan ketimpangan sumber daya yang membuat 
arena persaingan tidak lagi setara. Di titik inilah konsep 
akuntabilitas dan transparansi menjadi relevan sebagai standar etik 
sekaligus standar tata kelola yang menuntut kekuasaan dapat 
diperiksa, dipertanggungjawabkan, dan tidak dikelola dalam ruang 
gelap. Logika ini sejalan dengan gagasan bahwa tata kelola publik 
yang kredibel harus bergerak dari kepatuhan administratif semata 
menuju kinerja yang bermakna bagi warga, yakni orientasi value for 
money dan kemampuan membuktikan manfaat kebijakan secara 
nyata.  

Bab ini juga menempatkan lembaga pemilu, mekanisme 
sengketa, agenda antikorupsi, hingga pendekatan evidence-based 
enforcement dalam satu rangkaian yang saling mengunci, bukan 
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BAB 14   Perlawanan Demokratis: Civil 
Society dan Pengawasan Warga 

 

 

 “Democracy dies in darkness.”   The Washington Post (motto 
redaksi) 

 

 

Bab ini menempatkan perlawanan demokratis sebagai kerja 
kolektif warga untuk memulihkan kualitas pemilu dari dominasi 
oligarki, baik melalui pengawasan, pengetahuan, maupun 
keberanian membongkar jejaring kepentingan. Fokusnya bukan 
sekadar “mengkritik”, melainkan menyusun peta konsep, aktor, dan 
mekanisme yang membuat kontrol publik menjadi mungkin, 
terukur, dan berdampak. Kerangka bab ini menekankan bahwa 
demokrasi membutuhkan ekosistem pengimbang, dari pers 
investigatif hingga gerakan pemantau yang bekerja dengan standar 
etik dan metodologi. Arah pembahasannya mengikuti agenda bab 14 
dalam kerangka naskah, yakni menghubungkan kekuatan warga 
dengan instrumen akuntabilitas yang konkret.  

Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas tidak cukup dinilai 
dari keluaran yang terlihat rapi atau angka serapan anggaran yang 
tinggi, karena ukuran sesungguhnya adalah dampak yang dirasakan 
masyarakat. Dokumen rujukan menegaskan bahwa orientasi kinerja 
yang hanya mengejar output bisa menipu, sebab program bisa 
tampak berhasil tetapi tidak menyelesaikan masalah pada level 
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menuju pembuktian, dan dari keluhan menuju evaluasi yang 
terstruktur.  

Dokumen rujukan menekankan bahwa transparansi tidak 
cukup hanya dengan mempublikasikan tumpukan dokumen tebal 
yang sulit dipahami, karena transparansi sejati menuntut informasi 
yang tepat waktu, komprehensif, dan mudah dipahami oleh 
masyarakat awam. Prinsip ini sangat relevan dalam pemilu, sebab 
banyak transaksi politik bersembunyi di balik kompleksitas 
administrasi yang sengaja dibuat rumit. Standar internasional 
seperti Open Budget Survey menggarisbawahi pentingnya dokumen 
kunci, termasuk versi anggaran warga (Citizens Budget) yang 
memang dirancang agar publik mampu membaca arah kebijakan. 
Karena itu, perjuangan transparansi bukan hanya soal “buka 
dokumen”, tetapi soal membuat dokumen itu benar-benar dapat 
dipakai warga untuk mengawasi.  

Keterbukaan data juga perlu dipahami dalam kerangka 
akuntabilitas kinerja, sebab publik berhak menilai apakah belanja 
politik dan belanja publik menghasilkan dampak atau hanya 
menghasilkan angka administrasi. Konsep Value for Money yang 
menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas memberi alat yang kuat 
untuk menguji klaim sukses yang sering diproduksi secara sepihak 
oleh elite. Dengan pendekatan ini, warga tidak mudah terjebak pada 
retorika pencapaian, karena yang diuji adalah kaitan antara input, 
output, dan outcome yang nyata. Di sini, open data menjadi 
prasyarat agar evaluasi warga dapat berdiri di atas bukti, bukan 
asumsi.  

Akan tetapi, implementasi open data sering menghadapi 
tantangan kualitas data, hambatan akses, dan resistensi birokrasi, 
sehingga keterbukaan kadang dipakai sekadar sebagai kosmetik 
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BAB 15   Agenda Masa Depan: Mengurangi 
Cengkeraman Oligarki 

 

 

 “Demokrasi tidak berhenti pada bilik suara; demokrasi 
dimulai ketika warga mampu mengawasi uang, kekuasaan, 

dan kebijakan yang lahir setelah pemilu.” 

 

 

Bab ini menutup rangkaian analisis oligarki dalam pemilu 
dengan satu pertanyaan praktis yang paling penting: apa yang 
harus dilakukan agar pemilu tidak terus menjadi mesin 
reproduksi ketimpangan kekuasaan. Dalam banyak konteks, 
oligarki bertahan bukan karena demokrasi tidak ada, melainkan 
karena prosedur demokrasi berjalan di atas fondasi yang rapuh, 
terutama pada aspek pembiayaan politik, organisasi partai, dan 
ketahanan institusi pengawasan. Pada tahap inilah agenda masa 
depan harus dipahami sebagai agenda policy engineering, yakni 
merancang aturan, insentif, dan sistem yang mencegah transaksi 
gelap menjadi norma. Karena itu, bab ini tidak hanya berbicara 
tentang cita-cita, tetapi juga tentang peta jalan yang dapat diukur, 
diuji, dan dipertanggungjawabkan di ruang publik. 

Mengurangi cengkeraman oligarki berarti mengubah 
ekosistem dari hulu ke hilir: dari cara partai merekrut kandidat, 
cara kampanye dibiayai, sampai cara kebijakan diawasi dan 
dievaluasi pasca pemilu. Prinsip akuntabilitas dan transparansi 
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Penutup 
 

Pada akhirnya, persoalan utama dalam pemilu bukan hanya 
soal pelanggaran yang terlihat, melainkan juga soal struktur yang 
membuat ketimpangan terasa normal dan sulit ditantang. Oligarki 
tidak selalu bekerja dengan cara kasar, karena ia dapat hadir melalui 
aturan yang timpang, pembiayaan yang tidak transparan, pengaruh 
kebijakan, serta dominasi informasi yang membentuk persepsi 
publik. Ketika situasi ini dibiarkan, pemilu berisiko menjadi 
prosedur yang rutin, tetapi kehilangan daya koreksinya terhadap 
kekuasaan. Di titik inilah pembahasan buku ini menegaskan bahwa 
demokrasi bukan sekadar memilih, melainkan memastikan 
kekuasaan bisa diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dibatasi. 

Karena itu, agenda masa depan tidak cukup berhenti pada 
seruan moral, melainkan harus bergerak pada reformasi institusi, 
perbaikan sistem pembiayaan politik, penguatan pengawasan, serta 
perluasan literasi warga dalam membaca kerja kekuasaan. Upaya 
mengurangi cengkeraman oligarki membutuhkan kombinasi antara 
desain kebijakan yang tepat, keberanian penegakan hukum, dan 
kontrol publik yang konsisten. Jika transparansi dibuat operasional 
dan akuntabilitas benar-benar memiliki konsekuensi, maka ruang 
pembajakan dapat dipersempit secara nyata, bukan sekadar 
diperdebatkan. Dengan semangat itulah, buku ini diharapkan 
menjadi kontribusi ilmiah dan sosial untuk menjaga pemilu sebagai 
instrumen kedaulatan rakyat, bukan sekadar panggung kemenangan 
bagi mereka yang paling kuat sumber dayanya. 
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